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2.1  Pengertian Pelayanan

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai
suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan
orang lain. Sedangkan Menurut Moenir (2010 :26) Pelayanan adalah kegiatan
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor
materi melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Sedangkan menurut groonros (1990:27) dalam Ratminto dan Atik (2005:2)
Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak
kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara
konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan
pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan

konsumen atau pelanggan.

Berbeda dengan Supranto (2006:227) mengatakan bahwa pelayanan atau
jasa merupakan suatu kinerja penampilan,tidak terwujud dan cepat hilang, lebih
dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif

dalam proses mengonsumsi jasa tersebut

Sedangkan menurut Sampara dalam Sinambela (2010:5) Pelayanan adalah

suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar
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seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan

pelanggan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka peneliti mengambil
kesimpulan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
maupun sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan

prosedur dan sistem yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan Publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah
satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat
kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat
dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam
perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun
kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan
masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh
pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut.

Dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,
mendefenisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
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publik. Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam undang-undang

tersebut meliputi :

1.

Kepentingan Umum

Yaitu pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan
pribadi atau golongan.

Kepastian Hukum

Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan
pelayanan.

Kesamaan Hak

Yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku,ras, agama, golongan,
gender, dan status ekonomi.

Keseimbangan hak dan kewajiban

Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus
dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan
Keprofesionalan

Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan
bidang tugas

Partisipatif

Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.

Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.



23

8. Keterbukaaan
Yaitu penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan
memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

9. Akuntabilitas
Yaitu proses penyelenggaraan  pelayanan  harus dapat di
pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam
pelayanan.

11. Ketepatan waktu
Yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai
dengan standar pelayanan.

12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan
Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan
terjangkau.

Menurut UU No. 25 tahun 2009 tersebut, standar pelayanan adalah tolak
ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,

dan terukur.
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Sedangkan menurut Lewis dan Gilman (2005) dalam Hayat (2017:21)
pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan
secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Menurut Rohman (2010:3) Pelayanan Publik adalah suatu pelayanan atau
pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum,
baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini
suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan pihak yang memberikan pelayanan
adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya.

Sedangkan menurut Roth dalam Istianto (2011:106) Pelayanan Publik
merupakan suatu pelayanan yang telah disediakan, jika untuk kepentingan public
disediakan oleh pemerintah contohnya “museum” atau untuk pribadi yang
menyediakan yaitu swasta contohnya “restaurant”.

Sedangkan Menurut Sinambela (2010:5) Pelayanan Publik diartikan
sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tatacara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan defenisi diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa
Pelayanan Publik adalah serangkaian proses untuk mencapai tujuan tertentu atau
melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

2.3 Unsur-unsur Pelayanan Publik

Menurut Kasmir (2006:34) Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah

memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Tersedianya karyawan yang baik.
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b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga
akhir.
d. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga
akhir.
e. Mampu melayani secara cepat dan tepat.
f.  Mampu berkomunikasi.
g. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
h. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik.
i. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
2.4  Konsep Kualitas Pelayanan Publik
Sinambela (2010:6) menyatakan jika dihubungkan dengan administrasi
publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata
kualitas memiliki banyak defenisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang
konvensional hingga yang lebih strategis. Defenisi konvensional dari kualitas
biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti:
1. Kinerja (performance)
2. Keandalan (reliability)
3. Mudah dalam penggunaan (ease of use)

4. Estetika (esthetics)

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan
masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima

tercermin dari:
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1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti;

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentua peraturan perundang-undangan;

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prisnsip
efisiensi dan efektivitas;

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi
kebutuhan, dan harapan masyarakat;

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan deskriminasi dilihat
dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial,
dan lain-lain;

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, vyaitu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan publik.

Kualitas Pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan.
Kinerja pelayanan menjadi point penting dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Kualitas pelayanan publik menjadi indicator keberhasilan pelayanan
public yang diberikan. Kualitas pelayanan public yang baik menjadi barometer
bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku. Hal itu juga mengindikasi kualitas sumber daya manusia yang baik,
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professional dan bertanggung jawab serta kompeten. Jika kualitas pelayanan

publiknya baik, maka dapat dipastikan kinerja pelayanan yang dilakukan oleh

aparatur pelayanan juga maksimal, (Hayat 2017:70).

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Maulidiah (2014:109)

bahwa ada lima Dimensi dalam menilai kualitas atau jasa pelayanan publik, yaitu:

a.

Tangibles, tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil dan sarana
komunikasi.

Reliability, kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara
terpercaya, dan tepat.

Responsiviness, kemauan untuk membantu pelanggan dan menyediakan
pelayanan yang tepat

Assurance, pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk
menerima kepercayaan dan kerahasiaan.

Emphaty, perhatian individual diberikan oleh perusahaan kepada

pelanggan.

Sedangkan menurut Debhard dalam Sitorus (2009:61) mengatakan bahwa

terdapat tujuh (7) faktor yang menentukan kualitas pelayanan publik yaitu:

a. Kemudahan;

b. Keamanan;

c. Kehandalan, perhatian pada orang;
d. Pemecahan masalah;

e. Keadilan;

f. Tanggung Jawab keuangan;
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g. Pengaruh masyarakat.

Sedangkan menurut Moenir dalam Maulidiah (2014:107) dalam
memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka organisasi publik atau
pemerintah harus mengetahui dan memahami segala tuntutan, keinginan, harapan
atau tingkat kepuasan dari pelanggan atau masyarakatnya. Secara praktis kualitas
pelayanan publik akan terlaksana dengan baik dan dapat memuaskan masyarakat

sebagai pelanggan apabila didukung oleh faktor-faktor antara lain:

a. Kesadaran para pejabat,

b. Kesadaran pimpinan dan pelaksana,

c. Adanya peraturan yang memadai,

d. Organisasi dengan mekanisme sistem yang cukup dinamis,
e. Pendapatan pegawai yang cukup,

f. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai,

g. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah diatur dalam suatu surat Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara, yakni KepMenPan No. 63 Tahun 2003 tentang
pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, yang dalam hal ini terdiri dari

10 (sepuluh) prinsip penyelenggaraan pelayanan umum yakni:

a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah

dimengerti dan dilaksanakan.
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b. Kejelasan
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:

1. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.

2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

c. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan public dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan.

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

e. Keamanan

Proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman dan kepastian
hukum.

f. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi

telekomunikasi dan informatika (telematika).
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h. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh

masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan

informatika.

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta

memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j.  Kenyamanan

Lingkungan layanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang

nyaman, bersih dan rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi

dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah
dan lain-lain.

Pelayanan yang berkualitas merupakan sebagian tingkat perasaan
seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapan.
Karena itu, tingkat kualitas adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang di
rasakan dengan harapan dan menyangkut dengan keputusan.

2.5 Konsep Pelayanan Rumah Sakit

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
tentang rumah sakit, menyebutkan rumah sakit adalah institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat

darurat.
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Di Indonesia, Jenis pelayanan di rumah sakit diatur berdasarkan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Dalam
pasal 19, menyebutkan bahwa rumah sakit dapat dibedakan berdasarkan jenis
pelayanan, yaitu:

1. Rumah Sakit Umum

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tersebut, Rumah Sakit Umum

memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

2. Rumah Sakit Khusus (mata,paru,kusta,rehabilitasi,jantung,kanker)
Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tersebut, Rumah Sakit Umum
memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit
tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit,

atau kekhususan lainnya.

Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan
yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya
pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan
terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.
Untuk menyelenggarakan fungsinya, rumah sakit umum menyelenggarakan

kegiatan :
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1. Pelayanan medis.

2. Pelayanan dan asuhan keperawatan.

3. Pelayanan penunjang medis dan nonmedis.

4. Pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan.
5. Pendidikan, penelitian dan pengembangan.

6. Administrasi umum dan keuangan.

Rumah Sakit berdasarkan jenis kelasnya di Indonesia dibedakan menjadi

empat kelas (Kepmenkes No 51 Menkes/SK/11/1979), yaitu :

1. Rumah Sakit Kelas A.
2. Rumah Sakit Kelas B (pendidikan dan non pendidikan).
3. Rumah Sakit Kelas C.

4. Rumah Sakit Kelas D.

Kelas rumah sakit juga dibedakan berdasarkan jenis pelayanan yang
tersedia. Pada rumah sakit kelas A tersedia pelayanan spesialistik yang luas
termasuk subspesialistik. Rumah sakit kelas B mempunyai pelayanan minimal
sebelas spesialistik dan subspesialistik terdaftar. Rumah sakit kelas C mempunyai
minimal empat spesialistik dasar (bedah, penyakit dalam, kebidanan dan anak). Di
rumah sakit kelas D hanya terdapat pelayanan medis dasar. Pemerintah sudah
berusaha dan telah meningkatkan status semua rumah sakit kabupaten menjadi

kelas C.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit

yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa,
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terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya (Depkes RI, 1997

yang dikutip dari Suryanti (2002).

Rawat inap merupakan suatu bentuk perawatan, dimana pasien dirawat
dan tinggal di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Selama pasien dirawat,
rumah sakit harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien (Posma
2001 yang dikutip dari Anggraini (2008).

a. Memberikan bantuan kepada orang yang mempunyai kebutuhan

b. Memberikan pelayanan atas semua hal berikut ini:

1. Apa yang mereka kehendaki

2. Kapan mereka menghendaki

3. Siapa yang ingin mereka temui

4. Mengapa mereka menginginkannya

5. Cara apa yang mereka kehendaki dalam melakukan pekerjaan
tersebut.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/2008 Standar
Minimal Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit yaitu:

a) Pemberian layanan rawat inap adalah Dokter spesialis, dan perawat

dengan minimal pendidikan D3.

b) Penanggungjawab pasien rawat inap 100 % adalah dokter.

c) Ketersediaan pelayanan rawat inap terdiri dari anak, penyakit dalam,

kebidanan, dan bedah.

d) Jam kunjung dokter spesialis adalah pukul 08.00 — 14.00 setiap hari

kerja.
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e) Kejadian infeksi paska operasi kurang dari 1,5 %.

f) Kejadian infeksi nosokomial kurang dari 1,5 %.

g) Kematian pasien lebih dari 48 jam : kurang dari 0,24 %.
h) Kejadian pulang paksa kurang dari 5 %.

i) Kepuasan pelanggan lebih dari 90 %.

2.6  Konsep Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu menurut Herlambang (2016:71) adalah cara sederhana untuk meraih
tujuan yang diinginkan, dengan cara yang paling efisien dan efektif, dengan
penekanan untuk memuaskan pembeli atau konsumen. Mutu tidak selalu berarti

cara yang paling mahal untuk melaksanakan segala sesuatu.

Menurut Azwar (1996) dalam Herlambang (2016:72) mutu pelayanan
kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa
pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta

penyelenggaranya sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Mutu pelayanan Kesehatan di rumah sakit dapat dikelompokkan menjadi

tiga hal yaitu, (Herlambang 2016:42):

1. Struktur (Sarana Fisik, peralatan, dana, tenaga kesehatan dan non
kesehatan, serta pasien).

2. Proses (manajemen rumah sakit baik manajemen interpersonal, teknis
maupun pelayanan keperawatan yang kesemuanya tercermin pada tidakan
medis dan nonmedis kepada pasien).

3. Outcome.
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Menurut Herlambang (2016:42) Aspek mutu yang dapat dipakai sebagai
indikator untuk menilai mutu pelayanan rumah sakit, yaitu:
1. Penampilan keprofesian (aspek klinis)
2. Efisiensi dan Efektivitas
3. Keselamatan

4. Kepuasan Pasien.

Dari konsep Mutu pelayanan kesehatan diatas, dengan begitu dapat
disimpulkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit adalah tingkat kesempurnaan
pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Makin

sempurna kepuasan, maka makin baik mutu pelayanan kesehatan.

2.7  Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur
pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada

masyarakat.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
129/Menkes/SK/11/2008 pada Bab IV tentang pelaksanaan dan pembinaan standar

pelayanan minimal rumah sakit yaitu :

1. Rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan minimal yang disusun dan disahkan oleh

kepala daerah
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2. Pemerintah daerah wajib menyediakan sumber daya yang dibutuhkan
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan
standar pelayanan minimal.

3. Pemerintah dan pemerintah provinsi memfasilitasi penyelenggaraan
minimal dan mekanisme kerjasama antar daerah kabupaten/kota.

4. Fasilitas yang dimaksud butir 1 dalam bentuk pemberian standar teknis
pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi :

a. Perhitungan kebutuhan pelayanan rumah sakit sesuai standar
pelayanan minimal.

b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target
standar pelayanan minimal.

c. Penilaian pengukuran kinerja

d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan

standar pelayanan minimal rumah sakit.
2.8 Pandangan Islam Tentang Kualitas Pelayanan

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa
pelayanan jasa hendaknya memberikan yang terbaik jasa yang berkualitas jangan
memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti yang

dijelaskan dalam al-quran surat al-bagaroh ayat 267 :

A EylT1 15505 Y5 53T (% o1 U AT Tany 08 sl o sl a0z il G20

YUV el e il G TaleTy G i slaadd o Y ) cagadald
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuiji.”

Dan setiap manusia dituntut untuk berlaku lemah lembut agar orang lain
merasakan kenyamanan bila berada disampingnya. Apabila dalam pelayanan
konsumen banyak pilihan, bila pelaku bisnis untuk mampu memberikan rasa
aman dengan kelemah lembutannya maka konsumen akan berpindah kekonsumen
lain. Pelaku bisnis dalam memberikan pelayanan harus menghilangkan jauh-jauh
sikap keras hati dan harus memiliki sifat pemaaf kepada pelanggan agar
pelanggan terhindar dari rasa takut, tidak percaya dan adanya perasaan bahaya
dari pelayanan yang diterima. Seperti yang dijelaskan di dalam al-quran surat Ali-

Imran ayat 159 :
34 SR G2 G AR 3 a0y B Bt id Gk 51 Bl Gt i cp el g
Vod (S ST &) BT e 0858 Cade 1 TaT 8 &4

Artinya : “Maka berkat rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
kepada-Nya. ”
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2.9  Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tamar Arif pada tahun 2016 di kota
Pekanbaru tentang Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Siak Studi Kasus Pada Ruang Rawat Inap Kelas Il dan Instalasi Gawat
Darurat. Permasalahan pada penelitian ini bagaimana pelaksanaan pelayanan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Siak Khususnya Pada Ruang Rawat Inap Kelas Il
dan Instalasi Gawat Darurat, tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui
Pelaksanaan Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Siak dan Hambatan-
hambatan dalam memberikan pelayanan, dengan hasil penelitian menunjukan
bahwa pelaksanaan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Siak Khususnya
pada Ruang Rawat Inap Kelas Il dikategorikan cukup maksimal karena dapat
diketahui dari persentase rata-rata kualitatif yang berada pada skala 63,71% dan
pelaksanaan pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat dapat dikategorikan cukup

maksimal juga dilihat dari persentase rata-rata kualitatif pada skala 66,71%.

Yang membedakan pada penelitian terdahulu adalah terletak pada
pelayanannya dan rumusan masalahnya. Saya sebagai penulis berfokus pada
Pelayanan Rawat Inap kelas Il saja sementara peneliti terdahulu meneliti

pelayanan Rawat Inap Kelas 1l dan Instalasi Gawat Darurat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Riska Karina pada tahun 2016
di kota Cilegon tentang Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Pasien Rawat Inap
Kelas Il Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. Permasalahan pada
penelitian ini adalah seberapa besar Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Pasien

Rawat Inap Kelas Il di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon dan tujuan
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penelitian untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan pada pasien rawat inap
kelas Il di RSUD kota Cilegon, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan kesehatan di RSUD kota Cilegon saat ini sudah sangat baik

yaitu sebesar 75, 9%.

Yang membedakan pada penelitian terdahulu adalah metode penelitianya,
peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sementara saya

sebagai peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh lda Ayu Dwidyaanti pada
tahun 2014 tentang hubungan antara persepsi mutu pelayanan Asuhan
Keperawatan Dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap Kelas Il di RSUD Wangaya
Kota Denpasar. Permasalahan penelitian ini bagaimana hubungan antara persepsi
mutu Pelayanan Asuhan Keperawatan dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap Kelas
I11 di RSUD Wangaya, dan tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara
persepsi mutu pelayanan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien rawat inap
kelas 11l di RSUD Wangaya Kota Denpasar, dengan hasil penelitian setelah
dianalisis dengan Software statistic bahwa persepsi bukti langsung tidak ada
hubungan dengan kepuasan pasien, persepsi kehandalan ada hubungan dengan
kepuasan pasien, persepsi daya tanggap ada hubungan dengan kepuasan pasien,
persepsi jaminan ada hubungan degan kepuasan pasien dan persepsi empati ada

hubungan dengan kepuasan pasien.

Yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah saya sebagai

peneliti menganalisa Pelayanan Rawat Inap Kelas 11l dengan analisa data
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Deskriptif Kualitatif sementara peneliti terdahulu meneliti bagaimana hubungan
antara persepsi mutu Pelayanan Asuhan Keperawatan dengan Kepuasan Pasien

Rawat Inap Kelas 111 di RSUD Wangaya Kota Denpasar.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fergina Malyza pada tahun
2013 yang berjudul Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Rawat Inap Di
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau Berdasarkan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Permasalahan pada
penelitian ini Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien rawat
inap di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Apakah
faktor penghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap di
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau serta upaya yang perlu
dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap
di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau, tujuan penelitian ini
untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap di
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, faktor penghambat
pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum
Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau dan Upaya yang perlu dilakukan dalam
rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit
Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau dengan hasil penelitian pelayanan

kesehatan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau



41

belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan menurut Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Yang membedakan dengan penelitian ini adalah terletak pada pelayanan
public, ruang lingkup dan indicator pengukur pelayanan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suci Lestari pada tahun 2016
tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada instalasi
farmasi Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, permasalahan penelitian ini
pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Instalasi Farmasi
Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, tujuan penelitian untuk mengetahui
pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Instalasi Farmasi
Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, dengan hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada
instalasi farmasi rumah sakit islam siti khadijah Palembang.

Yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada pelayanan saya
meneliti pelayanan pada rawat inap kelas 111 sementara peneliti ini pelayanan pada
instalasi farmasi.

2.10 Defenisi Konsep

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan
pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan defenisi konsep.yaitu
sebagai berikut:

1. Pelayanan adalah suatu kinerja penampilan,tidak terwujud dan cepat
hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat

berpartisipasi aktif dalam proses mengonsumsi jasa tersebut.
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Pelayanan Publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan
atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Pelayanan yang berkualitas merupakan sebagian tingkat perasaan
seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan
harapan. Karena itu, tingkat kualitas adalah fungsi dari perbedaan antara
kinerja yang di rasakan dengan harapan dan menyangkut dengan
keputusan.

Mutu pelayanan kesehatan yaitu tingkat kesempurnaan pelayanan
kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Makin
sempurna kepuasan, maka makin baik mutu pelayanan kesehatan.

. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis
tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan
Layanan Umum kepada masyarakat.

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, curative,
dan rehabilitative yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,

dan gawat darurat.
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2.11 Konsep Operasional

Tabel 2.11 Konsep Operasional

REFERENSI INDIKATOR SUB INDIKATOR
Keputusan Menteri Prinsip-prinsip Pelayanan
Aparatur Negara Publik

Nomor 63 Tahun 2003

Tentang Pedoman
Umum
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

1. Kesederhanaan

a. Tidak berbelit-
belit dan mudah
dipahami dan
dilaksanakan.

2. Kejelasan

a. Persyaratan
teknis
dan
Administratif
pelayanan
publik.

b. Rincian biaya
dan tata cara
pembayaran
dengan jelas.

3. Kepastian waktu

a. dapat
diselesaikan
dalam kurun
waktu yang telah
ditentukan.

4. Akurasi

a. Produk
pelayanan di
terima dengan
Benar, tepat dan
sah.

5. Keamanan

a. Pelayanan yang
diberikan sesuai
hukum dan
memberikan rasa
aman tanpa
memandang
status sosial.

6. Tanggung Jawab

a. Kesediaan
membantu
pasien

7. Kelengkapan
sarana dan
prasarana

a. Fasilitas
peralatan medis
b. Ruang tunggu
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Fasilitas Kamar
Rawat inap kelas
1

Teknologi
komunikasi dan
informatika.

8. Kemudahan
Akses

Lokasi RSUD
Lokasi Gedung
Pelayanan
RSUD

9. Kedisiplinan,
Kesopanan dan
Keramahan

Disiplin,
Sopan, santun,
dan ramah

10. Kenyamanan a. Tempat Parkir
dan Mushola
b. Toilet.

Sumber: Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

2.12 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan
antara Referensi penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya,
yang ditandai oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun
kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisa variabel dalam penelitian ini,

yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 2.12
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